SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 58 Tahun 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Menimbang

Mengingat

. a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha (Lembaran Dagrah Kota Makassar Tahun 2011
Nomor 13), maka dipandang perlu menetapkan pelaksana
peraturan  penarikan retribusi Jasa Umum di Kota
Makassar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Makassar.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1952 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I di Sulawesi
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Tahun 1981 Nemor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana telah
diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang -

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomeor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50409);



10.

11.

12,

13.

Menetapkan

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 5! Tahun 1971 tentang

Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan
kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repubklik Indonesia
Nomor 2970);

. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang

Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota
Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 193);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah [Lemhbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar
Nomor 2 Tahun 2009);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar
Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kola Makassar Nomor 2 Tahun 2011
tenitang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor
3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun
201 1Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2011 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA

Pasal 1

Melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.



Pasal 2

Memerintahkan kepada :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;

2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar;

3. Kepala Dinas Kelautanan, perikanan, pertanian dan peternakan Kota
Makassar;

Kepala Dinas Pertanaman dan Kebersihan Kota Makassar;

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar;

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Makassar;

Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar.

Noohk

untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusl Jasa Umum.

Pasal 3

Memerintahkan untuk menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 4
Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota

Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Desember 2012

Diundangkan di Makassar
pada tanggal .28 Deabnber 2012
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BERIADABRAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2012 NOMOR 58,



